
 

 
 

 
 

 
 

BUPATI TEMANGGUNG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 28 TAHUN 2025 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 126 TAHUN 2017 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL 

DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TEMANGGUNG, 
 

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perusahaan perlu disinergikan dengan program 

pembangunan berkelanjutan daerah, dengan tetap 

memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, pertumbuhan 

ekonomi, dan pengurangan tingkat kemiskinan di Daerah; 

b. bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Perusahaan harus didasarkan pada prinsip transparan, 

akuntabel, dan berkelanjutan, agar dapat memberikan manfaat 

yang signifikan baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun 

lingkungan; 

c. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pengaturan 

mekanisme penerimaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, 

dan pelaporan dana yang bersumber dari Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Peraturan Bupati 

Temanggung Nomor 126 Tahun 2017 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 

8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 126 Tahun 2017 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan Perusahaan, sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan hukum sehingga perlu disesuaikan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Bupati Nomor 126 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 

2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Perusahaan; 

SALINAN 



   

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 126 Tahun 2017 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun 2017 Nomor 127) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Temanggung Nomor 126 Tahun 2017 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 

8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 

2019 Nomor 11); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 126 TAHUN 2017 TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG 

JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN. 

 

 

Pasal I 

 

Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 

Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 15A 

 

(1) Setiap penerimaan bantuan oleh Perangkat Daerah berupa 

uang/barang/jasa yang bersumber dari TJSLP, lembaga, 

kelompok masyarakat, dan/atau perorangan harus dilakukan 

pencatatan dan pelaporan secara tertulis. 

 

 

 



(2) Perangkat Daerah penerima bantuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) melakukan pencatatan penerimaan bantuan 

yang dituangkan dalam berita acara atau dokumen yang 

dapat dipertanggungjawabkan minimal memuat pemberi dan 

penerima bantuan, tujuan pemberian bantuan, serta 

besaran/rincian bantuan. 

(3) Pelaporan penerimaan bantuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi 

TJSLP dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan secara terkoordinasi dalam 

jangka waktu 1 (satu) tahun. 

(4) Dalam rangka pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Perangkat Daerah penerima bantuan dapat 

mengajukan permohonan pembuatan rekening khusus kepada 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. 

 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Temanggung. 

 

Ditetapkan di Temanggung 

pada tanggal 16 Juni 2025 
 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

 ttd. 
 

 AGUS SETYAWAN 

 

Diundangkan di Temanggung 

pada tanggal 16 Juni 2025 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TEMANGGUNG, 

 

ttd. 
 

HARY AGUNG PRABOWO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 30 
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